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ABSTRAK 
 

WIDIANTI MAHARANI DEWI: Politik Hukum Larangan Pengibaran 

Bendera Israel di Indonesia Pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh 

Pemerintahan Daerah. 

Penelitian ini didasari dengan adanya pengibaran Bendera Israel pada aksi 

Bela Palestina di Bitung, Sulawesi Utara pada 25 November 2023 silam yang 

bertentangan dengan BAB X Bagian Khusus Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 

3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah 

Daerah yang dapat diistilahkan sebagai Permenlu Nomor 3 Tahun 2019.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang termaktubnya 

larangan pengibaran bendera Israel pada Permenlu Nomor 3 Tahun 2019, serta 

mengetahui urgensi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Permenlu Nomor 3 

Tahun 2019. 

Penelitian ini menggunakan teori utama (grand theory) yaitu teori politik 

hukum. Kemudian dijembatani dengan teori konfigurasi politik hukum sebagai 

teori penengah (middle theory) yang kemudian dikaji menggunakan karakter 

prodak hukum sebagai teori secara operasional (applied theory) untuk mengkaji 

larangan pengibaran bendera Israel. 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif dengan menganalisis kerangka teori, konsep, dan peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan topik penelitian. Metode pendekatan yang 

digunakan adalah metode Perundang-undangan untuk menghubungkan Undang-

undang yang relevan, teori-teori hukum dan implementasi hukum positif yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, analisis konseptual akan 

dilakukan untuk pendalaman teori-teori atau doktrin-doktrin yang muncul di bidang 

ilmu hukum, yang mencakup hukum. Dilanjutkan dengan investigasi melalui 

Pendekatan konseptual sebagai pijakan untuk menemukan solusi atas permasalahan 

hukum melalui studi hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan Latar belakang adanya larangan pengibaran 

bendera Israel di Indonesia melalui Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dikarenakan 

Indonesia tidak mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat karena bertentangan 

dengan tujuan negara Indonesia. Dalam hal Pembentukkan Peraturan Daerah untuk 

pengaturan larangan pengibaran bendera Israel di Indonesia tidak memiliki nilai 

urgensi yang tinggi sebab dalam Permenlu Nomor 2019 masih belum ada sanksi 

yang jelas untuk menerangkan. Dalam hal ini, hubungan politik luar negeri tersebut 

masih menjadi kewenangan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. 

 

Kata Kunci : Politik Hukum, Bendera Israel, Peraturan Menteri Luar 

Negeri Nomor 3 Tahun 2019. 

 

 


